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PF‘RATURAN BUPATI KARANGANYAR
SRR NOMOR 15 'I‘AHUN 2014

f TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENA'I‘AUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN? o
- DANBELANJA SEKOLAH BAGI PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN S
| - MENENGAH ,

SN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: BUPATI KARANGANYAR

- . Menimbang : a.. bahwa dalam rangka tcrt1b pengelolaan dana pendldlkan S
.0 .- pada. satuan pendidikan dasar -dan menengah di
. Kabupaten Karanganyar maka °et1ap satu::n pendldlkan
Cwajib mcmbuat Anggaran Pendapatan dan Belanja;; o
- Sekolah; . ' o
'b. bahwa dalam rangka pemerataan dan penmgkatan akses R
- dan ' mutu - pendidikan - di = Kabupaten - Karanganyar =
LT pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya pemngkatanzf e
. pendanaan  pendidikan = melalui penyediaan Biaya - =
 Operasional Sekolah bagi satuan pendidikan dasar dan =~ .
' menengah sebagai baglan dari Anggaran Pendapatan dan-
" Belanja Sekolah;
.~ c. bahwa bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana e
~ dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
' Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dan - =~
© Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Sckolahf
,-bagl Pendldlkan Dasar Dan Penchdlkan Mencngah kR

~'Mengingat = : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangj R
. ...i..  Pembentukan . ‘Daerah-Daerah Kabupaten - Dalam =~
~ Lingkungan Pr0p1n51 Djawa Tengah (Berita Negara tanggal S
8 Agustus  1950) sebagaImana telah = diubah dengan =~~~ =
. Undang-Undang Nomor 9 'I‘ahun 1965 tentang -
3 ."i'_".jPembentukan ‘Daerah ngkat Batang Dengan =~
~ Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
- tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Tiai T
ngkungan Propinsi - Djawa Tengah (Lcmbaran Negara e
~"Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan;[ A
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757), N T
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan'}f.j e
o Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 e
| “Nomor 47, 'I‘ambahan Lembaran“ Negara Repubhk
‘_;iIndones1a Nomor 4286), L VT




3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem i
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 IR

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang—Undang Nomor 15 Tahun . 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan ~ dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang -

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

' Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang L

‘Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor &5,

‘Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
- Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5494);

.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tath 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik - | B
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran =~

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32

~Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar . .
- Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia

~Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara

‘Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang"
, Pengclolaan ‘Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tzhun 2005 tentang :

‘Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

‘Pemerintah  Daerah, (Lembaran Negara Republik.

 Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
- Negara Republik IndonesiaNomor 4593);

" 11.Peraturan Pemerintah Nomor- 6 Tahuh* 2006 tentang

‘Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran. |

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Nomor

- 4609), sebagaimana - telah diubah dengan Peraturan

. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan

“atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,

- ~Tambahan Lembaran Negara Repubhl\ Indonesw. Nomor
4855L o



12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |

| '13.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik:
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); ' ’

' 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahua 2011,
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman-
~ Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 17 Tahun 2007
‘tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Mﬂlk
Daerah;
16.Peraturan Menteri Pend1d1kan Nasional Nomor 22 Tahun

2006 tentang Standar Isi Untuk Pend1d1kan Dasar dan -

Pendidikan Menengah;

17, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun

- 2007 tentang Standar Pcngelolaan Pendldlkan Dasar dan
" Menengah; :

- '18.Peraturan Menteri Pend1d1kan Nasional Nomor 20 Tahun

2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

“ 19, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun

- 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI), Sekolah

* Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah(SMP/MTsN)
dan  Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aahyah
(SMA/MAN);

20.Peraturan Menteri Pendldlkan Nasional Nomor 41 Tahun
2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

21.Peraturan Menteri Pcndldlkan Nasmnal Nomor 39 Tahun

2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

22.Keputusan  Menteri Pendzdxkan Naszonal Nomor

-044/U/2002 tentang Dewan Pcndldxkan dan Komite
-~ Sekolah;

- 23. Pcraturan Menten Dalam Ncgen Nomor 1 Tahun 2014 }

~ tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; » :
24.Peraturan Bupati Karanganyar 34 Tahun 2013 ...ntang
~Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

‘Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun -
2013 Nomor 34);

- 28.Peraturan Bupati Karanganyar 40 Tahun 2013 tentang

Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 40);




Mene;apkaﬁ

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH PADA

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ‘

. BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatﬁm yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
Bupati adalah Bupati Karanganyar.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang

selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penchdlkan .

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangaayar.
Unit Pelaksana Teknis .yang selanjutnya disingkat UPT

adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dmas dan =

badan.
Sekolah ‘adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah

 Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas {SMA) dan

Sekolah Menengah Kquruan (SMK).

. Komite Sekolah adalah Ilembaga mandiri yang
. beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas
‘Sekolah serta tokoh masyarakat vang peduli pendidikan.
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

~ selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan -

'10.

11.

12,

13,

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan -

peraturan daerah,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang
selanjutnya disingkat APBS adalah anggaran pendapatan
dan belanja Sekolah dalam satu tahun anggaran.
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah -

~yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rencana
pengelolaan  keuangan Sekolah dalam satu tahunv

anggaran.
Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya

‘disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan dan

pengganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja,

program dan kegiatan Sekolah serta pembiayaan sebagai
dasar penyusunan. anggaran pendapatan dan belanja

Sekolah.

Pendapatan sekolah adalah hak sekolah yang dzpcroleh

berupa uang dan atau barang yang bersumber dari-

pemerintah, pemerintah = provinsi, pcmerintah ’

kabupatendan masyarakat yang masuk ke kas sekolah .
Belanja sekolah adalah keseluruhan pengeluaran kas

sekolah yang dxpcrlukan untuk mendukung pelaksanaan ‘

kegiatan sekolah."

Pengeluaran sekolah adalah uang yang keluar dan kas '

sckolah

—— M



14,

15.
- dari orang tua/wali peserta didik atau masyarakat yang. ;

16.

- 18,

Pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan -
 kegiatan yang 'meliputi perencanaan, pelaksanaan,
 penatausahaan, pelaporan, pertanggunglawaban dan

pengawasan keuangan sekolah. .
Sumbangan adalah uang dan atau barang yang diperoleh

bersifat tidak mengikat.

Bantuan operasional sekolah pusat yang selanjutnya -
disingkat BOS Pusat adalah penyediaan. pembiayaan

operasional sekolahyang bersumber dari Anggaran

 Pendapatan dan Belanja Negara;
17.

Bantuan operasional sekolah provinsi yang selanjutnya
disebut BOS Provinsi adalah penyediaan pembiayaan

- operasional sekolah yang bersumber dari Anggaran
~ Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
‘Bantuan 0pera81onal sekolah daerah yang selanjutnya

~ .disebut BOSDA adalah - penyedisan pembiayaan

10
- 20.
‘j-"f‘» 21.

22.

© 2,

. 24,

operasional sekolah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan  Belanja  Daerah Kabupaten

Karanganyar; )
Program Sekolah adalah penJabaran kebl_]akan Sekolah o
dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih

kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

disediakan untuk mencapai hasﬂ yang terukur sesuaxv

- dengan Visi dan Misi Sekolah; : S
Program Tahunan Sekolah adalah sejumlah rencana

kerja yang dxtuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS

'dilaksanakan selama setahun dan perdasarkan resncana

kerja jangka menengah:;

' Program Jangka Menengah Sekolah adalah sejumlah ,
- rencana Kerja jangka menengah yang menggambarkan
.tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 {empat) -
‘tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin.

dicapai dan perbaikan komponen yang mendukungv
peningkatan mutu lulusan;

Program Jangka  Panjang Sekolah ada]ah sejumlah
rencana kerja jangka panjang yang merupakan

penjabaran dari Visi dan Misi Sekolah dan "akan dicapai |

dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun yang berkaitan
dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan
komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan;

‘Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN'
adalah profesi bagi pegawax negeri sipil dan pegawai = -
. . pemerintah dengan pcljanjlan kerja yang bekerja pada =

instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawman untuk menduduln Jabatan .

o pemerintahan.

25.

Satuan  Kerja Perangkat Daerah yang sela.njutnya
disingkat SKPD ' adalah perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang,



.',_:_ : ,:‘26;__Pengguna Anggaran »j adalah pCJabat pemegang

:kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakanj R

_ tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

- Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang dxﬁen

- kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan .

" dan fungsi SKPD.

- pengguna anggaran dalam melaksanakan sebaglan tugas Ll

. Pejabat Pelaksana Tekms Kegxatan yang selangutnya‘f BT,

 disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD

~suatu program sesual dengan bldang tugasnya.

~ yang melaksanakan satu atau beberapa keglatan dan

. Tahun anggaran pada satuan “pendidikan - adalah”-,-"' S

 mengikuti periode tahun APBD yaltu 1 Januarl sampax‘f

. dengan 31 Desember.

. Bendahara adalah PNS pada UP‘I‘ yang mempunyal tugas .'; . o

'menatausahakan ~mengelola - keuangan Sekolah - dan-

rncmpertanggung]awabkan ~uang - yang rncnjadxi_jvff‘

- kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

» Bendahara Pengeluaran dan Bendahara - pengeluaran s

hooo pembantu adalah PNS pada UPI‘ yang mempunyai tugas
. menerima, . - ‘menyimpan, - membayarkan, ~=
T menatausahakan, mengelola keuangan Sekolah dan .

_mempertanggung)awabkan uang = yang = menja d1’_ o

. kewenangannya sesuai dengan kf-tentuan yang berlaku..

- ) ,fungSI sebagal Bendahara Pengeluaran

TR e e v . :
R ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH "

Pasal 2

'Pembantu  Bendahara Pengeluaran Pembantu ‘adalah -
‘PNS pada Sekolah Dasar yang mempunyai tugas =~ =
‘membantu Bendahara Pengeluaran da.lam men_;alankan L

O Keuangan Sckolah dlkelola ‘secara tertxb taat pada -,_f"
- peraturan pemndang-undangan, efektif,  efisien, -
. ekonomis, transparan, dan tanggung Jawab dengan_

~ untuk masyarakat.

;:;g!memperhatxkan asas keadﬂan, kepatutan, dan manfaat |

{2) Secara tertib sebdgaména dlmaksud ayat (1) adalahj”i,_:v o
' bahwa keuangan Sekolah dikelola secara tepat waktu = .
- dan tepat guna. yang didukung dengan bukh-buk’u R

o ‘administrasi yang dapat dipertanggung lawabkan

a :('3) ~Taat pada peraturan perundang-undangan sebagmmana R

. ‘negara/Daerah. o
o (4) Efektif sebagalmana dlmaksud ayat (1) merupakanr:‘

dengan keluaran

" dimaksud ayat (1) adalah bahwa pengelclaan keuangan
~*. .~ - Sekolah harus berpedoman pada peraturan perundang- =~
' undangan yang berlaku terkalt statusnYa sebagm uang

. pencapaian hasil - program dengan ‘target yang tclah}.{ L
- ditetapkan, dengan cara. membandmgkan masuka.n» o



‘..

(5) Efisien sebagalman’a dimaksud 'ayatv (1) merupaként

pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan
tertentu atau penggunaan masukan terendah ‘untuk

- mencapai keluaran tertentu.,

(6) Ekonomis sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan
pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas
‘tertentu pada tingkat harga yang terendah dan keluaran
yang standar. .

(7) .Transparan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupaka.n
prinsip keterbukaan yang memungkinkansetiap fihak.
- termasuk masyarakat masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas luasnya tcntang
‘keuangan Sekolah. ' :

(8) Bertanggung jawab sebagmmana dxmaksud ayat (1)_

“merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk’
‘mempertanggungjawabkan = - pengelolaan @ dan
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan®
-yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan. :

- (9) Keadilan sebagaimana 'dimaksud ayat (1) adalah

keseimbangan = distribulanusi  kewenangan  dan
‘pendanaan atau keseimbangan distribulanusi hak dan.
kewapban berdasarkan pertimbangan yang objektxf .
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ’

e (10) Kepatutan sebagaJmana dimaksud ayat - (1) bahwa'. Lo

tindakan atau suatu s1kap yang dilakukan dengan wajar
dan proporsional, seiring dengan nilai-nilai yang beriaku .
pada lingkungan masyarakat setempat.

v(ll) Manfaat sebagaimana dimaksud ayatA (1) ,bahwa

-keuangan Sekolah diutamakan untuk pemenuhan
kebutuhan pengembangan potensx Sekolah berdasarkan %
" skala pnontas ’ '

oL BAB II - B
PEMBIAYAAN OPERASIONAL SEKOLAH

Bagxan Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) - Pemerintah ADaerah | menyédxakah | pemblayaan'lv ”

. operasicnal Sekolah dalam bentuk BOSDA. '
(2} BOSDA sebagaimana dimaksud ayat (1} diberikan kepada ;
Sekolah Negeri dan Swasta serta Madrasah.

~ (3) Sekolah penerima BOSDA dan nomlnal BOSDA»

d1tetapkan dengan Keputusan Bupau

S Baglan Kedua L
Mekamsme Pcnyaluran BOSDA -

- Pasal 4 o
(1) BOSDA yang dxperuntukkan bagi Sekolah negeri yang

.dibawah kewenangan Pemerintah Daerah dianggarkan -

dalam bentuk program dan keglatan



(2)

BOSDA yang diperuntukkan bagi Sekolah swasta dan

- madrasah dibawah ‘Kementerian Agama dxanggarkanp

(3)

melalui mekanisme belanja hibah.

Pencairan dana BOSDA untuk Sckolah negeri

sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme

~ Tambah Uang (TU) dengan ketentuan batasan setor sisa

@

- wnadrasah sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui

o (5)

anggaran TU paling lama 3 (tiga) bulan. - .
Pencairan dana BOSDA untuk Sekolah swasta dan

mekanisme Belanja Langsung (LS).
-Sisa anggaran BOSDA pada Sekolah Negeri dan Swasta

- sekaligus Madrasah wajib disetor ke kas Daerah paling-
- lambat tanggal 31 Desember pada tahun berkena;‘.r\

(1) BOSDA dapat digunakan untulk :

Bagxan Ketiga
Penggunaan Dana BOSDA

“Pasal 5 .

a. Pengembangan Perpustakaan: e
mengganti buku teks yang rusak. }
penambahan koleksi perpustakaan. ,
langganan - koran, majalah pendldxkan majalah' '

- ilmiah dan majalah sastra. . .
akses informasi online.
pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan ,
peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.
pengembangan database perpustakaan.
pemeliharaan prabot perpustakaan,

I BUSLE 9"5\’:"

b. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru

1. Honorarium/Jasa atau lembur panitia. . o

2. penggandaan formulir, alat tulis kantor, dan
konsumsi panitia. ' '

3. Biaya Masa Orientasi Sekolah (MOS).

4, Ps1kotes/ tes kesehatan sesuai kebutuhan,

_ ¢. Kegiatan pembelajaran dan ekstra lkurikuler siswa:

1. pengembangan . pendldlkan -~ karakter  dan
keagamaan. - L
pembelajaran remxdxal dan pengayaan/ les
pemantapan persiapan ujian. - :
biaya lomba termasuk hadiahnya. ,
kegiatan pendidikan di luar keas (outmgclass) dan
kunjungan lapangan.
kegiatan OSIS. ' ‘ ,
pelaksanaan ekstra kurikuler olahraga, kesenian,
karya ilmiah remaja, pramuka (kepanduan), palang
merah remaja, prakarya siswa dan kegiatan lain
yang belum dibiayai dari dana BOS Pusat. ,
8. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) termasuk bxaya
' pemcnksaan keschatan - ‘

N greN




9 penyusunan dan penggandaan Lembar Kexja Slswa -
- (LKS).,

_ 10 kegiatan HUTRI Hari Jadi Kabupaten, Hardlknas,

Hari Guru dan Hari Jadi Sekolah (dies natalis).
11.biaya kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakenn)
atau Pendidikan Sistem Ganda (PSQG); _

. Kegiatan Ulangan dan Ujian:

1. Ulangan Tengah Semester.

2. Ulangan Akhir Semester/ Kenaikan Kelas
- 3. Ujian Sekolah/Ujian Nasional;

. Pembelian bahan-bahan habis pakau kebutuhan sehan~ '

hari:
1. alat tulis kantor,

. 2. peralatan/bahan kebers1ha'1
- 3. peralatan listrik dan clektronika.
- 4. pembelian logistik harian;

f, Langganan daya dan jasa
Biaya jasa/tagihan hstnk/telpon/a:r/mtemet (ﬁxed o

mobile) baik dengan cara berlangganan maupun

- prabayar;

. Perbaikan Sarana dan prasarana Sekolah bag1
~ kerusakan yang bersxfat insidentil; :

. Pembayaran honorarium/jasa guru dan petugas

sekolah yang belum dibiayai dan dana BOS Pusat atau

- APBD lainnya, seperti : -
‘1. Jasa Guru honorer (hanya untuk memenuh1 SPM)

. Jasa Tenaga Tidak Tetap (TTT).
.~ Honorarium Wali Kelas.

PPTK.
. Jasa Petugas Keamanan.

2

3 . ‘ ‘
4. Honorarium tambahan bagi Pengurus Barang dan

S

6

. Jasa petugas kebersihan;

i. Penmgkatan kapasitas sumberdaya manusia (aDM)

guru dan karyawan, seperti biaya kursus guru dan

- karyawan, biaya pendidikan dan pelatihan guru dan

karyawan, biaya KKG, MGMP, KKKS, vMKKS Kelpmpok:
profesi tenaga 'kepenchdxkan, seminar, workshop,
lokakarya, d1skus1 tematik, dan keg1atan lainnya yang
sejenis; . .

j. Membantu siswa mlskm, o

. _Pemblayaan pengclolaan dana BOSDA
- 1. Honorarium/Jasa Pengelola Manajemen Keuangan,
2. Alat tulis kantor, penggandaan/fotocopy, surat

: menyurat dan biaya transportasi dalam rangka
mengmm laporan dan mengambll dana BOSDA di
‘Bank; - ,

. Pengadaan eralatan dan | vpcrlengkapan
sekolah/ madrasah - - '




(2)

(3)

(@)

Pemb1ayaan keg1atan sebagalmana d1maksud pada ayat (1)
huruf ¢ dan huruf d diperuntukkan bagi:
a. honorarium tim/ panitia/ pemblmbmg/ pendampmg
/pengawas; ,
furan/ kontribusi;
bahan habis pakai; |
.. pengadaan soal/ fotocopy;

per;alanan dinas; L
makan minum rapat/ pelaksanaan keg1atan
. biaya sewa.
Penggunaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak dibiayai
oleh BOS Pusat/ BOS Provinsi maupun dana lainnya.
Pengalokasian  pembiayaan =~ BOSDA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada standa1 biaya
yang diatur oleh Bupati.

oo T

BABIV
APBS

- Bagian Kesatu
o 'Struktur__APBS

Pasal 6 |

(1) Struktur APBS terdiri dari :

@

(3)

(4)

a. Pendapatan, terdiri dari :
- 1. Saldo Tahun Lalu
2. Pendapatan Rutin .
3. Bantuan Operasional Sekolah
4. Bantuan
- 5. Pendapatan lainnya
b. Belanja, terdiri dari : .
‘1. Belanja Tidak Langsung
-2, Bclanja Langsung

pada ayat (1) huruf a dan b pada setiup Sekolah perlu
dibakukan, guna memudahkan dalam evaluasi,
pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap
penyusunan dan pclaksanaan APBS,

Pembakuan jenis pendapatan dan belanja APBS :

Jenis pendapatan dan belanja sebagaumana dxmaksud‘} |

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur- sebagannana_
- tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Tata cara penyaluran, pengelolaan, penatausahaan dan

pertanggungjawaban BOS Pusat mendasarkan pada

pedoman yang dxtetapkan oleh pememntah pusat.



(58) Tata cara penyaluran, pcngelolaan, penatausahaan dan

kan pada
ertanggungjawaban BOS Provinsi mendasar
gedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

(6) Tata cara penyaluran, pengelolaan, penatausahaan dan

- pertanggungjawaban -~ BOS Kabupaten/BOSDA
mendasarkan pada Peraturan Bupatx ini. _

. Baglan Kedua -
~ Tata Cara Penyusunan APBS

. ” . Pasal 7
) Sekolah Wajlb mermhk1 rcncana jangka. mencngah 4
: empat) tahunan.

@) (Sekolah harus menyusun Rencana Kerja ’I‘ahunan (RKT)
- dalam bentuk RKAS.

- (3) RKAS sebagalmana dxrnaksud ayat (2) disusur me nJadl-'

‘RAPBS. "

- (4) RAPBS yang telah dxvenﬁkam dan mendapat persetujuan R

dari pejabat yang berwenang ditetapkan menjadi APBS.

QL (5) Forrnat RKAS dan RAPBS sebagalnlana dimaksud pada,

ayat (3) diatur sebagaunana tersebut dalam Lamplran 1
Peraturan Bupati ini. . .

Pasal 8

| APBS merupakan dasar pengelolaan keuangan Sekolah
dalam masa‘' 1 (satu). penode Tahun Anggaran, terhitung

mulax tanggal 1 Januan sampa1 dengan 31 Desember.

' ‘ : Pasal 9 ’

' Penyusunan RKAS diawali konsep RKAS digali dari semua.
guru dan karyawan untuk menentukan skala prioritas
kegiatan yang dllaksanakan dengan langkah kegiatan sebaga1 ]
- berikut:

.. a. Kepala Sekolah membentuk tim penyusun draft RKAS
- yang beranggotakan kepala Sekolah, Pembantu Bendahara
- Pengeluaran Pembantu dan pelaksana kegiatan; s

~ b. Draft RKAS hasil kerja tim sebagaimana dimaksud huruf
~ a, dibahas dalam rapat dewan guru dan Komite Sekolah
untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan;
c. Draft RKAS berdasarkan masukan, pembahasan dalam
‘rapat sebagaimana dimaksud huruf d diadakan revisi
- sesuai dengan masukan yang dipertimbangkan;
 d. Draft RKAS hasil pembahasan dengan Komite Sekolah dan

- Dewan Guru, disosialisasikan kepada orang tua/wali

| peserta didik untuk mendapatkan masukan dan koreksi;
e. Hasil pembahasan draft RKAS sebagaimana dimaksud
~ huruf d ditandatangani oleh kepala Sekolah, Komite

~ Sekolah dan Kuasa Pengguna Anggaran dxsusun mcn_]adl

- RAPBS;

f. Kepala Sekolah/chala UPI‘ mengajukan permohonan‘

- pengesahan RAPBS kepada pejabat yang berwenang;
g. Pengesahan RAPBS menjadi APBS diatur sebagai berikut :
1) APBS SMPN, SMPLBN, SMAN, SMKN disahkan oleh
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,
~'2) APBS- SDN/SDLBN disahkan oleh Kepala Bidang
Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan



Olahraga, -

3) APBS Sekolah Swasta disahkan olch Ketua Yayasan

Sebelum disahkan RAPBS dlvenﬁka51 oleh Tun yang

dibentuk oleh Bupati.

Untuk mewujudkan tranSparans1 APBS dxtempel pada
papan pengumuman atau dimuat dalam webs1te Sekolah

" BABV

o PENGELOLAAN APBS YANG BERoUMBER DARI BOSDA

' Baglan Kcsatu
Umum

.Pasal 10 - .

- Strukmr organ1sas1 pengelola keuangan BOSDA sebaga1

- berikut :

(1)
@

3)

Pengguna Anggaran, .

Kuasa Pengguna Anggaran;

Bendahara Pengeluaran Pembantu;

PPTK;

Pelaksana Keglatan di Sekolah Dasar Negen atau SDLBN;
Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah
Dasar Negen atau SDLBN : v

o Bagian’AKedua‘
~Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 11 o ‘
Dalam ‘rangka pengelolaan BQSDA melalui mekanisme
APBS, Pengguna Anggaran mengusulkan Kepaia SMP,
SMA, SMK dan Kepala UPT PUD NFI dan SD selaku
Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bupati

‘Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat

(1) bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di
Sekolah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan

penggunaan keuangan Sekolah;

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaunana dimaksud pada

ayat (1) memiliki kewenangan sebagai berikut :

-a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

‘atas beban anggaran belanja;

- b. melaksanakan anggaran umt keija yang dipimpinnya;

'c. melakukan = pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran; :

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

e menandatangam SPM~LS dan SPM-TU;’

f. mengawasi pelaksanaan anggaran umt ker_]a yang ;
,’ dxpunpmnya, . ‘




@

3 g melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran o
- lainnya berdasarkan kuasa yang dlhmpahkan oleh

- i, bertanggung jawab atas realisasi admmlstrasx fisik

j. memeriksa administrasi keuangan dalam lmgkup -
tanggungjawabnya dan berdasarkan pnnsxp kebenaran

)

a menyusun rencana jadwal pelaksanaan kerja yang‘

poo

s‘b .

pejabat pengguna anggaran; -

Pembantu Bendahara, Pengurus Barang, Pembantu

Pengurus Barang dan PPTK/ Panitia Pelaksana
Kegiatan Sekolah, ‘sesuai kebutuhan dan ketentuan-f}‘

- yang berlaku;

- h. mengusulkan  dan/atau mengangkat dan o
" memberhentikan Bendahara Pengeluaran Pembantu,

dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang didanai -
dari APBS khususnya yang bersumbcr dari BOSDA

sesuai ketentuan yang berlaku;

bukti dan kebenaran fisik;
k. menyetujui dan menandatangam Bukti Kas Keluar

(BKK) serta memberikan paraf pada setlap bukti

transaksi pengeluaran;

I memeriksa kas dan membuat berita acaraf

pemeriksaan Kkas;

m. menyusun dan menyampaikan laporan reahsa31 APBS"’_

tribulanan dan tahunan;

n. melaporkan perubahan kekayaan UPT atau Sekolah |

kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
PPTK

- Pasal 12

Kuasa Pengguna Anggaran pada UPT PUD, NFI dan SD'

menunjuk salah satu Pengawas pada UPT PUD, NFI dan

SD sebagai PPTK, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran ~
pada SMP, SMA dan SMK menunjuk salah satu Wakil

- Kepala Sekolah atau Kepala Tata Usahd Sekolah scbaga1 '

PPTK merhpunyax tugas melaksanakan keglatan tekms'

sesuai dengan rencana penganggaran di Sekolah, yaitu :

~dikoordinasikan dengan Pejabat Pengadaan atau ULP
. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; '
melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
menyiapkan = dokumen  anggaran atas ' bcban
- pengeluaran pelaksanaan kegxatan, ‘
bertanggung jawab -atas pencapaian target sasaran
-dan manfaat kegiatan yang dikendalikanya;

f. meneliti dan mengoreksi dokumen-dokumen kcglatan :

_perjanjian kontrak/kerja sama, Berita Acara Penilaian
'Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil

Pekerjaan, Berita Acara Pembeayaran dan dokumen.

- kegiatan lainnya yang akan dimintakan tanda tangan

Pejabat Pengguna - Anggaran atau Pe'abat Kuasa‘

Pengguna Anggaran;
g membantu menyiapkan pexj;anpan/kontrak dengan
- pihak penyedia barang/jasa; =~ .

‘h.f. melaporkan Pelaksanaan/ Penyelesaxan kegiatan yang



' Anggaran atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;

mcnjadx tanggung )awabnya kepada Pejabat Pengg‘una '7, -:.

i setelah kegiatan dinyatakan selesai PPTK menyiapkan .
. Berita Acara dan/atau hasil pekerjaan kepada Pejabat -~
i ‘Pengguna Anggaran atau Pejabat Kuasa Pengguna
. Anggaran yang pelaporann 7a d1sampa1kan kcpada.. Y

S ‘Bupati;

e menandatangainl bukn pengeluaran atas penggunaan

L . fuang persedlaan

Baglan chmpat RIS
Bendahara Pcngeluaran Pembantu S

Pasal 13
Keputusan Bupatx

‘wewenang:

SPP-TU dan SPP- LS;

Bendahara Pengeluaran;

yang diberikan oleh PPTK;

| :;V-v»'f;-vv(ll Bcndahara Pengeluaran Pembanfu dltctapkan dengan,'}..,j_;{_‘_':;"’
(2) Bendahara pengeluaran pembantu mempunyau tugas dan. =
 a.mengajukan pérrmntaan pembayaran menggunakan,' i

S f‘b menerima dan - rnenyimpah uang persedxaan yang B -
“berasal dari  TU dan/atau pehmpahan UP dan

o c. melaksanakan pembayaran daﬁ up yang dxkelolanya, i
R d _meneliti kelcngkapan dokumen pendukung SPP-LS B

e mengembalikan ‘dokumen pendukung SPP-LS yang"“}' ER

L ' memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap. - L
S (3) Bendahara Pengeluaran  Pembantu dapat menolak s

e t dak scsual ketentuan

Baglan Kehma

Pasal 14

. Anggaran.

~ diberikan oleh PPTK, apabila dokumen terscbut t1dak":'}b i

~ perintah membayar dan Kuasa Pengguna Anggaran yang'

Pelaksana Keglatan Pada Sekolah Dasar Negen/ SDLBN ’,7{_:_»" B

. (9 ’Kuasa Pengguna - Anggaran N meﬁé'capkan , kepala
~~ SDN/SDLBN selaku Pelaksana Kegiatan di Sekolah yang . .
’f.lbbersangkutan dengan keputusan Kuasa Pengguna

- (2) Pelaksana Keg1atan yang dlmaksud pada ayat 1

B . masing dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. - o
: v}}y}."v_:‘_.v_‘(3)j‘_PeIaksana Kegiatan - dibantu - oleh guru dan karyawan“f“*’
- - sesuai dengan kebutuhan.

- melaksanakan seluruh kegiatan pada Sekolah masmg-

' (4) Pelaksana Kegiatan bertangguhg jawab kepada Kuasa:,

BOSE pengguna Anggaran melalm PPTK

T P Baglan Keenam SURTUE T
= »‘,.:f Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 1~.) v _f_ -

) Pembantu Bendahara Pengcluaran Pembantu uxu%ulkan
.~ oleh Kepala SDN/SDLBN kepada Kuasa Pengguna

Anggaran selanjutnya dltetapkan dengan Keputusan’: _



Kuasa Pengguna Anggaran .

(2) Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyal '
tugas membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu
dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan sesuai
ketentuan yang berlaku . o

~ BABVI
 PELAKSANAAN APBS

Pasal 16
(1) Selambat-lambatnya minggu kedua Bulan J anuari setiap
periode pembukuan, RKAS harus sudah disahkan
‘menjadi APBS. .
(2) Apabila jangka wakm sebagalmana dimaksud pada ayat

(1) APBS belum. disahkan maka pencairan BOSDA ’

mbulan kedua dn;unda sampai dJsankannya APBS

Pasal 17
'Set1ap pelaksanaan kchatan Sekolah, harus dltetapkan

dengan Surat Keputusan Kepala SMP, SMA, SMK/Kepala "

UPT PUD,NFI dan SD selaku Kuasa Pengguna Anggaran,.
sebagai dasar untuk membayar belanja kegiatan Sekolah.

_ Pasal 18. e .

(1) Semua pendapatan Sekolah disimpan dalam rekemng
Bank atas nama Sekolah atau kas Sekolah dengan
memperhatikan batas maksimal jumlah persediaan vang
tunai pada kas tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -

(2) Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau bendahara dilarang
mengahhkan sebagian atau seluruhnya uang Sekolah

- pada rekening pribadi atau rekenmg lain di luar rekening
‘resmi Sekolah. -

(3) Apabila terjadi pergantlan Kuasa Pengguna Anggaran

~  dan/atau bendahara, dilarang mengadakan transaksi
*keuangan di bank atas nama Sekolah sebelum pergantlan

- specimen tanda tangan di bank.

(4) Pergantian Kuasa .Pengguna Anggaran. Jdun/atau

- ‘bendahara sebagaimana dimaksud = pada ayat (3)
pengganti pengelola keuangan dilarang membuka
rekening baru.

(S) Setiap penerimaan uang sebagai pcndapatan Sekolah -
harus dldukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 19

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBS harus
didukung bukti. yang sah dan lengkap scsuai ketentuan '

yang berlaku. : ’
(2) Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat
pengesahan Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung

- jawab atas kebenaran materiil atas penggunaan
keuangan. g S 3



(3) Semua belanja yang mengaklbatkan dlbayarkannya ‘
- . honorarium, insentif, baik rutin maupun insidental
didukung Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran,
sedangkan untuk pembayaran Jasa bagi GTT dan TTT,
- THL dibayarkan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.
(4) Belanja yang mengakibatkan dibayarkannya uang lembur
- dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Lembur
- dari Kepala Sekolah yang berisi waktu pelaksanaan
+  lembur, nama-nama pegawa1 dan uraian pekeqaaan ,
- lembur. ' . N

BABVI
PERUBAHAN APBS

| |  Pasal20
(1) APBS perubahan dilaksanakan karena adanya perubahan
- estimasi pendapatan dan belanja Sekolah baik mengalami

~ penurunan, kenaikan, dan pergeseran belanja schingga

diperlukan pengurangan atau penambahan target kinerja

~ kegiatan lainnya dalam satu periode pcmbukuan o

(2) Penambahan atau pengurangan capaian target kmer_]a
~ sebagaimana dimaksud ayat (1} diformulasikan dalam'
APBS perubahan, dengan memuat pendapatan dan
belanja yang mengalami perubahan dan yang tidak
mengalami perubahan dalam satu periode pembukuan.

(3) Perubahan APBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

"~ dapat dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali

~ dalam satu periode anggaran.

(4) Selambat-lambatnya 7 hari setelah APBS perubahan yang

 sudah ditetapkan harus sudah dikirin kepada Kepala .

 Dinas untuk diverifikasi oleh tim.

(5) Untuk mewujudkan transparansi APBS perubahan yang
telah disahkan, ditempel pada papan pengumuman atau
dxmuat dalam website Sekolah

' | .  BABVII : : '
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN SEKOLAH

Pasal 21, .
(1) Pengeluaran keuangan SDN / SDLBN dxlakukan oleh
-~ Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, sebagai
pembantu Bendahara Pcngeluaran Pembantu pada UPT
_ PUD, NFl dan SD.
2 Pengeluaran keuangan SMPN, SMAN dan SMKN
' dﬂakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. '

. Pasal22
(1) Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
SDN/SDLBN  wajib =~ menatausahakan =~ dan



* .
o

"-mempertanggunglawabkan secara administratif atas
penerimaan uang, pemotongan pajak dan pembayaran
belanja Sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dengan
‘menyampaikan laporan kepada Kepala UPT selaku Kuasa
Pengguna Anggaran, melalui Bendahara . Pengeluaran
‘Pembantu pahng lambat tanggal 5 pada bulan bcnkutnya,
" dengan persetujuan Kepala Sekolah. » '

(2) Bendahara Pembantu Pengeluaran pada UPI‘ dan

Bendahara - Pembantu - -Pengeluaran SMPN,SMAN dan
-~ SMKN  wajib - menatausahakan dan
- mempertanggungjawabkan secara administratif atas.
' penerimaan uang, pemotongan pajak dan pembayaran

belanja Sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dengan
' menyampaikan laporan kepada Pengguna Anggaran,
* melalui Bendahara Pengeluaran paling lambat taiiggal 10
~ bulan benkutnya

. v Pasal 23 _ TR
(1) Semua kegiatan Sekolah dilaksanakan  oleh
. PPTK/pelaksana kegiatan pada SDN/SDLBN, SMPN,
- SMAN dan SMKN untuk melaksanakan satu atau
- beberapa kegiatan dalam rangka pelaksanaan APBS.

o (2) Pelaksana - kegiatan wajib - mempertanggungjawabkan

~ secara administratif dan fisik atas pelaksanaan kegiatan
- kepada Kuasa Pengguna Anggaran selambat-lambatnya 7
(mjuh) hari kerja setelah kegiatan selesai dllaksanakan,

~ sesuai dengan ketcntuan yang berlaku.

BABIX
- KODE REKENING
| Pasal 24 ‘ “
(1) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi APBS

terdiri dari kode perkiraan pendapatan dan kode
perkiraan belanja.

| (2) Kode perklraan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

~ disusun dengan - memperhatikan kepentmgan

pcnyusun_an laporan realisasi APBS.

' BAB X
PELAPORAN
Pasal 25

(1) Kepala Sekolah wajib menyusun laporan realisasi APBS
setiap Tribulan kepada Kepala Dinas. v

(2) Format laporan d1atur lebxh lanjut oleh Kepala Dinas.



o '  BABXI |
MONITORING EVALUASI DAN 1L>131\1mmmsm

- R : Pasal 26 . :
Pengawasan ~ Penyelenggaraan Keuangan @ Sekolah
- dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan Pengawas Fymngsional

Daerah sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang

berlaku.
’ ~ BABXI
LARANGAN
. Pasal 27 : '_‘ o o
Sekolah Negen dxlarang S . e

a. memungut biaya kcpada sxswa/ orang tua sxswa dalam
.. bentuk apapun;
~ b. menggunakan dana BOSDA dlluar pz:runtukannya
o = "  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
' ‘ s - ¢. melakukan kegiatan pengadaan seragam, alat tulis, dan
S P - bahan pendukung pcrnbela]aran lainnya yang dibebankan
pada siswa/ orang tua siswa;
d. menyelenggarakan kegiatan lainnya yang terkait Iangsung
- maupun tidak langsung pembelajaran dengan memungut
biaya tanpa izin dari Bupau :

 BAB Xl
'SANKSI

o . Pasal28 v
o Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupa’u
ini dikenai sanksi berupa:
. . a. Penerapan sanksi kepegawaxan : sesua1 pcramran
e . -+ - perundangan yang berlaku; . :
I e b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rug1,
N - c. Penerapan proses hukum baik Perdata maupun Pidana
‘ . o sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan yang
: berlaku;
T : d. Pemblokiran dana dan penghentxan sementara seluruh
- V',bantuan pendidikan, bilamana terbukti dilakukan secara
- sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok
dan/ atau golongan ‘ »

R BAB XIV . '
KETENTUAN PERALIHAN

. ’ v Pasal 29 :

(1) Untuk pelaksanaan BOSDA Tahun Anggaran 2014 diatur
dalam APBS Perubahan Tahun Pelajaran 2013/2014 yang
masa berlakunya diperpanjang hingga 31 Desember 2014,

(2) APBS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)




~ BABXV o
. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

~ Peraturan V.‘,:B_upati . ini mulai berlaku pada tanggal L
~diundangkan. § B o

Agar  setiap orang mengetahumya memenntahkan

- pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya '
dalam Ber]ta Daerah Kabupaten Karanganyar |

D1tetapkan di Karanganyar
~ pada tanggal

- BUPATI KARANGANY AR,

JULIYATMONO

o Dlundangkan d1 Karanganyar

‘ pada tanggal

SEKRETARI S DAERAH

KABUPATEN

GANYAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR



PERATURAN BUPATI KARANGANY AR

/ o e ’LAMPIRANI

. L NOMOR TAHUN 2014
T . ' TENTANG
. R . PEDOMAN  PENYUSUNAN  DAN.
‘ o " PENATAUSAHAAN - ANGGARAN -

. PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH
T PADA PENDIDIKAN DASAR. DAN
PENDIDIKAN MENENGAH |

PEMBAKUAN JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA APBS

Jenis Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah d1bakukan sebagal bcnkut E

1. PENDAPA’I‘AN ,

1.1. Saldo Tahun Lalu =

1.2. Pendapatan Rutin ‘

1.2.1.Gaji, tunjangan dan lam-lam PNS

1.3. Bantuan Opcrasxonal Sekolah

1.3.1.BOS Pusat R

1.3.2.BOS Provinsi e

1.3.3.BOS Kabupaten =

'~ 1.4, Bantuan : R

~ 1.4.1.Dana Dekonsentrasx

1.4.2.Dana Tugas Pembantuan
1.4.3.Dana Alokasi Khusus
1.4.4. Bantuan Luar Negen
1.
1.
1.
1.
1.
1.

01

ooooooooooooooooooooooooo

Sumber Pendapatan Lamnya

.Sumbangan Alumni

.Sumbangan Masyarakat Peduli Pendldlkan
Jasa GII'O /Rekening Bank

01010101014:
.bo:to:-a

.
.
4
.
.
.
.
.
.
-
.
-
-
.
-
.
-
-
.
-
»
4
-
.
.
.
.
-
-
»

BELANJA o |
- Program Sekolah
L Pengembangan Kopetensi Kelulusan

- Pengembangan Standar Proses )
"Penerimaan Peserta Didik Baru dan MOS
. -Latihan Dasar Kepemimpinan
Pembela_]aran d1 Iuar kelas -

- .

1.

1.1, |

1.1.1. Penyelenggaraan dan pengmman lomba akademik

1.1.2. Penyelenggaraan dan pengiriman lomba non akademik
1.1.3. Pembinaan dan Pengiriman Lomba Siswa Teladan

1.1.4. Intensifikasi pembelajaran di luar jam mengajar

1.1.5. Pembimbmgan siswa kurang berprestasi

1.1.6. Uji coba yjian nasional/Try Out '

1.1.7. Workshop Bedah SKL ' ,

1.1.8.  Penelusuran minat dan bakat peserta dldlk .

1.1.9. Bursa Kerja Khusus (BKK) R

1.2. . Pengembangan StandarlIsi o

1.2.1. Workshop Evaluasi dan Revisi KTSP

1.2.2. - Workshop Kurikulum 2013 -

1.2.3. 'Workshop Evaluasi dan penyusunan perangkat pembelajaran
1.2.4. " Workshop Penyusunan bahan ajar St e '
1.3, | .
1.3.

1.3

1.3.

PDROPNOONPNPNNDPOOOOODRONN

. gpi\)g-'
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4. Ekstra kunkuler

4.1

Noo 4%[,00

l
2.
6.3,

'@sm@;@pe

' P :mbinaan karakter} c
- (STP2K).

5, Budaya dan ngkungan L e
Kegiatan Jeda semester : R SR
7. Praktek Kerja Industri (Prakenn) T TP
. Pendidikan Sistem Ganda (PSG)
. Penyediaan bahan praktek R
. Monitoring dan supervise kelas R P SR
.. ~Pengembangan Pend1d1k dan Tenaga Pendxdlkan IR
MKKS/K4S S e L
.2. ,»MGMP/ KKG - ¥ ‘
Pengembangan tenaga kependxdlkan SR T A
... Lomba Pendidik dan tenaga kependldlkan berprestasx
. Pengiriman peserta Workshop/Pelatihan/seminar -
.6. " Penyelenggaraan In House Training/ WorkshOp / Pelatxhan
. Penyelenggaraan Seminar dan Penelitian =~~~ = .
. " Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
' Pengadaan Buku Mata Pelajaran - . I
.2, Pengadaan Bahan Pustaka lamnya 'jf_. ‘
. Pengadaan Instalasi Listrik/Telpon/ Air/ Internet
‘Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sekolah
' Pengadaan Mebelair Sekolah - .j'j_ R
. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Pend1d1kan S
‘Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan sekolah - e
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan sekolah ST
* Pemeliharaan rutin/berkala mebelair sekolah | . IR
. Pemeliharaan rutin/berkala tempat parkn'/ taman / halaman ./ pagar"’
. Pembangunan Ruang Kelas Baru SR SR
. Pembangunan Ruang Belajar Lamnya P A
. Pembangunan Ruang Aula. -
. Pembangunan Gedung Perpustakaan SRR
. Pembangunan Laboratorium/Ruang Praktek
. Pembangunan Gapura dan/Pagar Sekolah
. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas - L '. -
. Rehabilitasi sedang/berat Ruang BeIaJar Lamnya
. Rehabilitasi sedang/berat Aula ~ -~ -~
. Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan : o
. Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium/ Ruang Praktek
. Rehabilitasi sedang/berat Gapura/Pagar uekolah
 Pengembangan Standar Pengelolaan =~ .

.

.

N=O: - .

-. Penyusunan RKAS/RAPBS BT

»Pramuka R
Olah raga LT
_Kesenian - y v
Karya Ilmiah Remaja ’ S
- Palang Merah Remaja (PMR) / Usaha Kesehatan Sekulah (UKS) R
. Jurnalistik dan Majalah Dmdmg : A SN
Pecinta Alam .
. Kewuausahaan / Llfc Sk111

.}. ‘.

Kerohanijan =~ - 5 L
- TUB, PBB dan Satuan 'I\Jgas Pelaksana Pembmaan Kemswaan

- Patroli Keamanah Sekolah (PKS)
" Bhakti Sosial

1.
2.
4
4,

- Penyusunan EDS dan Profil Sekolah
‘Penyusunan RKS dan RKT :
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1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.
1.6.7.
1.6.8.
1.6.9.
1.6.10
1.6.11
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.8. .

1.8.1

1.8.2.
1.8.3.
1.8.4

1.8.5.
1.8.6.
2{ .

SN

Sosialisasi program sekolah

Inventarisasi Aset

Fasilitasi BP/BK

- Pengembangan Sistem Informas: Manajemen (SIM)
Penyusunan laporan keuangan ' : -

Koordinasi Lintas Sektoral

. Pelaksanaan 1SO 9001:2008
. Evaluasi Manajemen/Kinerja sekolah

Pengembangan Standar Pembiayaan

'Penyediaan Daya dan Jasa -

Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Belanja Perjalanan Dma_s

- Penyediaan Barang Habis Pakai o
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pengembangan dan lmplementam Slstem Pemlaxan.

.1. Ulangan Harian

Ulangan Tengah Semester B

- Ulangan Akhir Semester Gasal ‘
4.  Ulangan Kenaikan Kelas - -

' Ujian Kompetensi Keahlian ” v
- Ujian Sekolah dan Ujian Nasmnal
. Belanja Lainnya - o
.1."  Honorarium GTT/PTT

Bantuan siswa miskin

BI‘J:YPIATI KARANGANYAR;

- JULIYATMONO



. LAMPIRAN II : : '
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR  TAHUN 2014 o
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENATAUSAHAAN '
o ~~  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH BAGI
PO - PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

. FORMAT RKAS DAN RAPBS

' A.FORMATRKAS

- RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH
SD’SMP!SMNSMK *) (XTI RTY RTINS LY}
- TAHUN ANGGARAN avanasee
. Urusan Pemerintah 101 Urusan Wajib Pendidikan
: Organisasi . : 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Sumber Dana . APBD Kabupaten Karanganyar
o ' Rinclan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
o }. . . - TAHUN n
- KODE REKENNG URMAN R | Volume | Satuan Harga Jumlah (Rp)
R - o . . ) R R . satuan .
- , 1. - 2 : 3 4 5 6=3x5 -
- AERNEE BELANJA - y
s 4] | [eLansapecawar
I 5111101 Gajidan Tunjangan .
o 51 11 1701} 01 |Caji Pokok PNS/Uang Representasi bulan
o 51 1] 1] 01] 02 |Tunjangan Keluarga bulan
o 5111 1101} 03 [Tunjangan Jabatan1) - . bulan
~ | 5| 1] 11}01] 04 |Tunjangan Fungsional - - . bulan
: . 5111 1| 01| 05 |Tunjangan Fungsional Umum ' o butan
51 1] 101|086 |TunjanganBeras1) - . hulan
5| 1| 1 |01] 07 |Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ’ bulan
51171 1]01}08 |PembulatanGaji butan .
5 1| 1|01 09 |luran Asuransi Kesehatan o o bulan
501]1]02 Tambahan Penghaslan PNS
51 1| 1]02]| 02 [Kesejahteraan Pegawai ;
o -KepalaTataUsaha S R bulan
~-StafGol....w S bulan
~-SefGol.. - bulan
5[ 1| 1]02| 05 |ramabanpenghasionGu | | buen
— JUMLAH BELANJA
* Triwulan Jumlah Dana (Rp.) _ Karanganyar, ............ e
I o o P " Kepala Sekolah
m : )
Jum’ah ) - ;c'tuocttlutoouono s0eceacs
S NIP




T renommaKeADm AGoRI SO |

r 'SbISMPfsMA/’s’Mk ) .5."..'.'.’..'.".'.'"‘ e

Urusan Pemerlntahan
‘|Organisast =
Program . .
Kegiatan -

| Sub.kegiatan -:
Lokasi kegiatan
Jumlah Tahun n-t -
Jumlah Tahun n

" Jumish Tahunne -

TAHUN ANGGARAN S

R T TR

: o Urusan Wajrb
110101

Dlnas Pendidikan ' Pemuda dan Olah Raga R . . L

Sumber Dana

" IBOS Pusat

Jumiah - -

Jumlah

“Indikator & Tolak Ukur Kinerja Be!anja Satuan Pend:dxkan

indlkator

- Masukan

Capaian Program

Tolok Ukur Kinerja

—_Target Kinerja

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

REKENING

il MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN PhNDIDlKAN

~_RINCIAN PERHITUNGAN

URAlAN

“Volume ‘Satuan

Harga Satuan| JUMLAH

1 .

B

2. : j . 3 4 5 -

BELANJA

B AN P E A TN AT I D

iﬁ%&z‘.wi-w-w-mce‘,»yyka.%yﬂ,._ oy

TP DIAIMGTATS

: 6=§x5» s

" JUMLAH BELANJA

_ Jumlah Dana Rp)

: "'vKaranganyar.

- Jumiah

NI e,

o Kgggfanggn : Di;u;uxj untuk tiap-tiap keglatan pada :irogr;im sékéiah; djén penjelasan pada ‘tia;i‘bél‘g'nja jika surﬁber dana berbeda Sl




e e e R

TAHUN ANGGARAN evsvevere -

SDISMPISMNSMK Y reremresssnioioins W

Qrganisasi
Kegtatan .-

Lokasl kegiaiahg '

Jumlah Tahunn

"lUrusan Pemerintahan

|oumiah Tahunnt -

- [umlah Tahunnet b.’f

o101
110101
10101, 22,

Umsan Wajab

Dmas Pendtdtkan, Pemuda dan Olah Raga .

-7 |Sumber Dana
- |BOS Pusat -

Jumiah

: Jumlah .

Indlkator & Tolak Ukur Kmeua Belama Satuan Pendidlkan S

Indikator

Keg:atan ’

" Capaian Program o ‘
- Masukan . -

: Kelompok Sasaran .

. Tolok Ukur Klnerja

~ Target Kineria__

Rlncian Anggaran Belanja Lamnya

 KODE

REKENING

: URAIAN .

RINCIAN PERHITUNGAN '

Volume

Satuan

Harga Satuan -

JUMLAH ‘_

2

4

e=axs |

~ [GELANGALANGSUNG .~

"~ JUMLAH BELANJA

.~ Jumlah Dana(Rp) -

 Jumiah ¢

" Karanganyar,

B O

NP, eecrivenne

- théfahgah : DIéﬁé@m untuk tiap icégvi‘a:tan'péda B'enlaﬁja': La‘ihnyéf
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| FormatAPgs -

—\p.’

: "RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SEKOLAH

RKPA-2.1. 1\

SDISMPISMAISMK
TAHUN ANGGARAN 2014 -

: 'Gajl dan Tunj. PN

~JOrganisasi = * .- -
- |Lokasi Kegiatan
SumberDana '

) Tahun n-1
_ 7 fTahunn - .
2. |Tahun n+1

~[urusan Pemenntahan e
' T 1 .01 01 Dmas Pendldukan, Pemuda dan Olah Raga

L Latar betakangvpétﬁbahanldlanggarkan dalam perubahan

~ 1.01 Urusan Wajib Pendidikan

i APBD Kabupaten Karanganyar

Rmcaan Perubahan Angg ran Gajl dan Tunjangan PNS

Setelah Perubahan

" KODE .
7 REKENING - _ -

- Sebelum Perubahan

Bertambah/Berkurang o

Rincian Perhitungan

I Volume

Satuan | ' Harga Satuan

e

Rmclan Perhitungan

Volume

Satuan

.“Harga Satuan-

Jumlah :

I Rp | %

"1

-2

- 6=3x5 -

7

9

10-7x9 :

- 11=6-10 - -} - 12

oo aaaa o e

b wh b ad ad ) wh h ek oA R -
o
b

Ko
—
-t
Lo
N
[=]
L)

, Gajldan Tunjangan . .

e Tambahan Penghasilan PNS -
{Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawav

BELANJA TIDAK LANGSUNG
AN TP EGAWA IS

Gaji Pokok PNS/Uang Representasn .
Tunjangan Keluarga ' ’
Tunjangan Jabatan 1)
Tunjangan Fungsional .~
Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Beras 1) - ... .
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Pembulatan Gaji e
luran Asuransi Kesehatan

c .

Kepala Taus B
. Staf Gol ..
. StefGol ... :
o Tambahan Penghasllan Guru

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

. Sumber Dana

* Jumlah Sebejum Perubahan

.- Jum'ah Setelah Perubahan

o

SVIREE

~ Jumiah - - -

Karanganyar. RN : e
. Kepala Sekotah R

Keterangan : RKA ini disusun khusus bagi yang mengalami perubahan S




RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SEKOLAH

'RKPAS 221
' Program Sgkolah‘ :

e

 SDISMPISMAISMK i~
_ TAHUN ANGGARAN covives

. JUrusan Pemerinkahan - :  1.01 Urusan Wajib Pendidikan -
 JOrganisasi “1.01.01 Dinas Pendldlkan Pemuda dan Olah Raga
1.01 o -
1.01 ‘

- |Program’ 01221,

oL |Kegiatan -

" |Lokasi kegiatan -

" [dumiah Tahunn-t -
< MNumlah Tahunn © .7 : Lo

o Jumlah Tahun m+t PR : Rp. o

|Later belakang perubahanldxanggarkan dalam perubahan

mao | Jmi Sebelumv .. Jml, Setelah.
Sumber Dana | "o bahan " Perubahan

BOS Pusat

- Jumlah -

Perubahan lndikator & Tolak Ukur Kmerja Belanja Satuan Pendndlkan - :
" Indikator - - I S TolokUkur Klneda . » - Target Klnerja
: - R -Sebelum Perubahan -~ - - K Sete!ah Perubahan EEEE B Sebelum Perubahan : Setelah Perubahan
-+ {Masukan
" [Keluaran
“o |Hasit

. |Ketompok Sasaran
Kegiatan - '

Rmcian Perubahan Anggaran Belanja Program dan Keglatan Satuan Pendidxkan

- Sebelum Perubahan S N Setelah Perubahan IR . ‘
. : .» Y ‘v o L DR ~ Rinctan Porhitungan - - Jumlah =S Rinclan Pel’hltungal‘l - - Jumiah - Bel’tambahlBerkurang ot o

‘KODE -~ .} .. .o URAIAN : | Vvolume| Satuan Harga ‘| ° —__ ] Volume | Satuan | Harga Satuan | o ~__Rp % VT
-4 - ' -2 -3 - 4 -5 -~ 6=3x5 7 | 8- ] -~ 10=7x$9 - 11=10-6 L P I B

sf2] | [ BELANJALAM,SUNG '

S} -] P N . .
- . o &

JUMLAH BE;.ANJA

- Triwu an . Jumlah Sebetum Pembahan - Jumnlah Setelah Perubahan E Karanganyar. Lo
RN A I ] ] . I U KepalaSekotah o
coome

" Keterangan : RKA Ini disusun khusus bagi yang mengalami perubahan .



-~ RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SEKOLAH RKPAS 222
R SDISMP/SMA/SMK o Belanja Lainnya
: S IR ' _TAHUN ANGGARAN.......- :
Urusan Pemerintahan  : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan - ’ T e
Organisasi .... . . . .:. 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga e e
Kegiatan .~ ° @ 10101222, 4, ' . : e _ : ber D Jml. Sebelum Jml. Setelah
Lokasi keglatan - ' G S T Sumber Dana Perubahan - Perubahan -
Jumlah Tahunnd @ Rp. . . . . _ . S - |BOS Pusat _ ‘
Jumiah Tahun n : Rp. ' o " , ' :
Jumlah Tahun n+1 : Rp.
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam pembahan e
Jumlah
o Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Satuan Pendidikan : R
Indika Tolok UkurKinefia i - r.rQOt Kineda "
ndikator Sebelum Perubahan - Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program I . . .
Masukan -
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran
Kegiatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Lainnya - , } , N ,
- - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
KODE REKENING , URA!AN Rinclan Perhitungan Jumiah Rinclan Perhituagan Jumiah R %
o ' Volume{ Satuan |Harga Satuan Volume | Satuan | Harga Satuan : _ P , .
5] 2 : BELANJALANGSUNG . : : e . - -
- .
JUMLAH BELANJA
Triw slan Jumlah Sebelum Perubahan Jumlah Setelah Perubahan o : CoL Karanganyar '
1 ; ) - - - . . o o S . KepalaSekolah*. .
h
fit
Jumlah : ' I - » . IR S S
) v v : o L NIP cvireneenenerarearases

: v Keterangan : RKA Ini disusun khusus bagi yang mengalami perubahan



'."EMERINTAH"RABUPATEN karanclvar | oA RAPESL e
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA S —
_ SDISMPISMAISMK .....oucuuireermrescssssmssessissenessmscsnssssssosessnssss | .
Alamat: ..... tedeeseeseresvonnsersaraarnesasoesonverans revesnon Telp ...... FISTTOPORRPINS _
L RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) S
R TAHUNANGGARAN.............»

Ngg\z.m qau m

}m@@mpvw A :

*"Oizz R, = | ; -
11 SISA TAHUN LAI.U ’ o , . , BELANJATIDAK LANGSUNG
1.2 [PENDAPATANRUTIN | 1241 Gaji dan Tunjangan PNS
1.2.1 [GajiPNS ' : . o I ’
1.2.2 |Gaji Pegawai Tidak Tetap . o - 2.2 BELANJALANGSUNG
1.2.3 |Belanja Barang dan Jasa - - b 224 |Program Sekolah | -
1.24 iBelanja Pemeliharaan ~ S - o {2.2.1.1 |Pengembangan Kopetensi Lulusan
1.2.5 ‘ I {2212 |Pengambangan Standarlsi -
1.3 [BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) ' |22.1.3 |Pengembangan Standar Proses - » : B
1.3.1 |BOS Pusat o , _ : o - |2.2.1.4 |Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan‘
1.3.2 |BOSProvinsi =~ . ;' . I O 22.1.5 |Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
{1.3.3 [BOSKabupaten =~~~ . . - 2.2.1.6 |Pengembangan Standar Pengelolaan
114 [BANTUAN ’ S - o ) 2.2.1.7 [Pengembangan Standar Pembiayaan :
1.4.1 |Dana Dekonsentrasi_ L e -  |2.2.1.8 |Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
1.4.2 (Dana Tugas Pembantuan 1
1.4.3 Dana AIokasn Khusus - = I B . 222 |Belanja Lainnya,,
1.4.4 SRR EREEE R B ~ |22:2.1 |Honorarium GTT/PTT
1.5 |SUMBER PENDAPATAN LAINNYA : L 2.2.2.2 |Bantuan Siswa Miskin
1.5.0 Jeerrermmresiennmrensnnicessanneseens SO ' e
1.5.2 [o. S
JUMLAH PENDAPATAN .. o | . JUMLAH BELANJA
. Mengesahkan :':«.w}?e?;g:l[s)g:? g.kpo,a | Menyetujui - el Karangan}y<ar : s°k o
~Kepala Dinas Dikpora Kepala Bidang... W Ketua Komite Sekolah ‘ : epala Seko
- Kabupaten Karanganyar :
. ' Sekolah Swasta ——> Yayasan
Brsrssittnnrnniannnennieneenenne T esresenssesesnesnnenmenesnnees  siressesesseesdesssieessssenissisensassessseses
T NIP g



3
- = . S , Format APBS-2
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
SDISMPISMAISMK cresteassersecasssaserenainasanaes o
_ Alamat:...eeninens ‘ I
~ RENCANA PENDAPATAN SEKOLAH
. TAHUN ANGGARAN.........
I , IR o { SALDO s
NO . . URAAN | TAHUN ?i’;ﬁ%‘;ﬂﬁf;ﬂ JUMLAH
KODE £ - LALU (1.1) i}
\ - ) . o N i
" 1.2 - |PENDAPATAN RUTIN
1.2.% |Gaji, Tunjangan dan lain-lain PNS
1.2.2' - |Gaji Pegawai Tidak Tetap
" 1,2.3 |Belanja Barang dan Jasa
1.2.4 ' |Belanja Pemeliharaan oo o : : '
125 |oworrercrinnnrnsasens ' 2 -t
1.3 BANTUAN OPERASlONAL SEKOLAH (BOS)
1.3.1_|BOS Pusat _
1.3.2 |BOS Provinsi i
1.3.3° BOS Kabupaten
14 [BANTUAN
1.4.1 - {Dana Dekonsentrasi
1.4.2 |Dana Tugas Pembantuan
1.4.3  |Dana Alokasi Khusus
144 |..vevivrennnannns
1.5 |SUMBER PENDAPATAN LAINNYA - T
1.5.1 Jocoeneen eeesessesiare
1.5.2 Joeeeieiiicerainnnns -
JUMLAH
. Karanganyar et eaasaeane
. ~ Kepala Sekolah
s



" Format RAPBS-3

' PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
 SDISMPISMAISMK  vovvsersersersereserseseeessss

BELANJA PROGRAM I KEG!ATAN
) TAHUN ANGGARAN “........l... .
NOMOR| ATAN - JUMLAH SASARAN
KODE | QRAIAN . 'SNP
21 |BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1 Gaji dan tunjangan PNS
22 BELANJALANGSUNG )
224  |Program Sekolah o *
32.1.1 Pengembangan Kopetensi Kelu!usan 1 i
2242 : : e
2.2.1.2 : |Pengembangan Standarlisi
22121 | S -
22422 o
2.1...... |Pengembangan....................
Y P [T TP
222  |Belania Lalnnya
2.2.2.¢__ |Honorarium GTT/PTT
2.2.2.2 '|Bantuan Siswa Miskin
- JUMLAH SELURUHNYA
Karangényar,
Menyetu;un Kepala Sekolah
Ketua Komlte Sekolah

Kete‘ranggn : Ulfaian program dan kegiatan menyesdaikan penetapan kode 'belanja. E




B .. o Format RAPBSY
~ PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR . | |
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA -
SDISMPISMNSMK l'o.l;o..-;o ------ .o-aaoaoooo-.-o-’-.--.
CABMAL: s easeces
3, S ALOKASI SUMBER DANA PENDUKUNG PROGRAMIKEGIATAN
A o . . TAHUNANGGARAN.-- ees » ‘
No‘mor- O : ' o . Bantuan Operasional Sekolah B t Psr;l:::t:ri-
e v : R - — - antuan | Pe
Kode Uralan : o . | Jurnlah RUFIH Pusat PfOViRS. Kab/Kota v . Lafrm
21 BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.1.4 Gaji dan tunjangan PNS :
2,2, |BELANJA LANGSUﬁG
2.21 Program Sekolah S
2.2.1.1 _ |Pengembangan Kopelensi Ke!ulusan '
221.2
2.2.1.2_ |Pengembangan Sténdar Isi
O ]2.2.4.21 ' v .
22122
21..... |Pengembangan....................
2 P PO
22 Belén}aLainnya " — I — o o : S _
2.21 Honorarium GTT/PTT S I : . - . . -
2.2.2 Bantuan Siswa Miskin - ‘ : i
" JUMLAH SELURUHNYA S N DL
‘ © Karanganyar,
Menyetu;ui '
Ketua Komite Sekolah Kepafa Sekofah
. OIIOOOOOOfQU?‘n-;o‘to..o‘ ....... ‘.-v ’ ) ) " v C . . o ‘v : _‘ - . E | B ;&‘,E --------

Keterangan : Uraian program dan kegiatan menyesuaikén penetapari kode belanja, , - ‘ B



® S e

l Format RAPBS-5 l

PEMERINTAH KABUPATEN WNGAWM v ’ ‘ g , o
DlNAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAl-I RAGA o ’ :

- SDISMPISMAISMK ‘ in |
Alamat : .. s —

REKAPITULASI PENYEDlAAN DANA

: e TAHUNANGGARAN cosossevace

Kode | . - 'U-mn’ T Triwulanl - Triwulan It
Rekening| .~ . . - o | gan | reb | Mar JJumian| Apr | Mel | Jun |Jumiah| Jul | Agt

1 L 2 : SR 3 4 3 (3 7 ] 9 10 " 12 1 14 15

Triwulan fil . 1. Triwulan IV Jumlah
Sep |Jumlah| Okt .| Nop.} Des |[Jumiah Seluruhnya
16 . 17 18 49

{21 ___|BELANJA-TIDAK LANGSUNG
2.1.1 |Gaii dan tunjangan PNS

22. _ |BELANJA LANGSUNG

2.21 . {Program Sekolah
2.2.1.1 Pengembangan Kopetensi Kelulusan
2212

2.2.1.2 __ |Pengembangan Standarlsi -
221.21 ) :
22122

21, Pengembangan.....................

P cnem st eecenaseane
PR
2.2 {Belanja Lainnya  *
221 |Honorarium GTT/RTT
222 Bartuan Siswa Miskin
JUMLAH SELURUHNYA
. o . oo . G - Karanganyar,
; Menyetujul o C o ) ; A . - Kepala Sekolah
" - Ketua Komite Sekolah ‘ :
ceermesnnsmemsseresemsessses | : : _ ’ NIP

Keterangan ; Uraian programdankéglatan menyesuaikan penetapan kode belanja. - . . . C S .
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* DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
SDISMPISMAISMK +eccuruussssssssssssens

ssansaseactinae

Format RAPBS-6

CAlamat?....veeeriiire e

* REKAPITULAS! JENIS BELANJA

Keterangan: 1. Dil:fuavdiéusun untuk ti;ap sumber dana ; BOS Pusat, BOS Prov, BOSDA. Sumber léin :
v 2. Uraian prograrn dan kegiatan menyesuaikan penetapan kode belanja. ’

i

TAHUN ANGGARAN 2014
’ : SUMBER DANA
Knde ' Belanja ,
Uralan . .
Rekening o Belanja Barangdan | Belanjla . Jumlah
oo Pegawal Jasa Moda S
1 2 EE 4 5 =3+445
2, BELANJA TIDAK LANGSUNG B v
2.1.1 Gaji dan tunjangan PNS . 5
2.2, BELANJA LANGSUNG
2.2.1.1 . |Pengembangan Kopetensi Kelulusan
2242 : L ‘
e ’2.1,2 Pengembangan Standar Isi 1 ) I I
22,121 o -
122422 0 ' o e _ e e}
2.2.1.......|Pengembangan..................... o __ e
221, : e e
2241...... R )
22 Belanja Lainnya T
221 Honorarium GTT/PTY .
222 Bantuan Siswa Miskin
"+ JUMLAH SELURUHNYA
o L 'K‘aranganyar.v i
- Menyetujui Kepala Sekolah
Ketua Komite Sekolah

NIP



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGAN R

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OI.AH RAGA

SD’SMP/SMNSMK )...... OCC...'.0.00COC.00.0‘0.9..'....0.0'0.000’.."OO
Alamat ineenecssannses

Telp eneeseeeen e eree .
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X -

RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA SEKOLAH PERUBAHAN (RAPBSP)
- TAHUN ANGGARAN aanionen

NIP

sresscas

1.1 SISA TAHUN LALU - - - -{21 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.2 PENDAPATANRUTIN . - - - - {2.1.1. {Gajidan Turijangan PNS .
124 |eaiens o . ] ) d o o
122 [Gaji Pegawai Tidak Tetap . . . -|22.  |BELANJALANGSUNG )
- |1.2.3 - |Belanja Barang dan Jasa’ - - - -|224 |Program Sekolah .
124 Belanja Pei'néliharaan ’ - - - . 2211 Pengembangan Kopetensl l.u.usan '
L B I - - - - 12.2.1.2 |Pengambangan Standar Isi
-14.3 ' BANTUAN OPERASIONALSEKOLAH (BOS) - - - - |2.2.1.3 |Pengembangan Standar Proses -
1131 |BOS Pusat . o : - . . - [2.2.1.4 [Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependsdukan
1.3.2 |BOS Provinsi - - - -|l2215 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
1.3.3 [|BOS Kabupaten - - - -l2216 Pengembangan Standar Pengelolaan
14  |BANTUAN - - - - [22.1.7 [Pengembangan Standar Pembiayaan
1.4.1  |Dana Dekonsentrasi - - - - [2.2.1.8 |Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
1142 Dana‘!‘ugas Pembantuan - - - - . o » L
1143 |Dana Alokasi Khusus . - - -1222 |BelanjaLainfya
144 |aocssieeenresenanes - - - - {2.2.2.1 [Honorarium GTT/PTT
1.5  |SUMBER PENDAPATAN LAINNYA - - - - [2.2.2.2 {Bantuan Siswa Miskin o
1.5.2 - - - - .'
" JUMLAH PENDAPATAN - " JUMLAH BELANJA
o o - toad Karanganyar.. .................. eeasrase :
Kepﬁﬁ"gﬁ,iihéﬁf;m untul?esgr gﬁ‘ear: Dik Ketuaaf(i‘ggéug;kolah - Kepala Sekciah '
Kabupaten Karanganyar an Kegala Bidang pora ' .
Sekolah Swasta —> Yayasan

NIP -
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 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR |
~ DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA ™

SDISMPISMAISMK ) RISSSTIRRRTES '

CAlEMAL T e 3 SR

' PERUBAHAN RINCIAN PENDAPATAN SEKOLAH B

TAHUN ANGGARAN Ssanpesnes

Format RAPBSP-2

NO

URAIAN

Jumliah
Sebelum

~ Jumlah
Setelah
Perubahan

Bertambah/
berkurang

%

14

SALDO TAHUN LALU

Perubahan

1.2

.|PENDAPATAN RUTIN

1241

|cajiPNS

1.2.2

Gaji Pegawai Tidak Tetap

123

Belanja Barang dan Jasa

124

Belanja Pemeliharaan

oooooooooooooooooooooooooooooo

1.2.5

1.3.1.

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) '

BOS Pusat

1.3.2

BOS Provmsn

133

BOS Kabupaten

1.4

BANTUAN

1.4.1

Dana Dekonsentrasi

1.4.2

Dana Tugas Pembantuan

1.4.3

1.4.4

Dana Alokasi Khusus

15

1.5.1

SUMBER PENDAPATAN LAINNYA

. 152

JUMLAH

: 'Karanganyar..

. Kepala Sekolah.

ooooooooooooooooooooooooo

e




,‘f. PEMERINTAH KABUPATEN KARAN‘«Q«YAR‘ | FormatRAPBSP-3 DI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA S " _,
SDISMPISMNSMK ) SRGOBENRON ...l......'..l..... ...l.l... ‘,
ABMEL: ... e ee et s e - S—
A - PERUBAHAN BELANJA PROGRAM / KEGIATAN 4, -
. . . - TAHUN ANGGARAN sesesssanwn . ~' . :
NOMOR | = e URAIAN : o - | Jumlah Sebelum | Jumlah Setelah | Bertambah/ [ % Sasaran SNP
KODE : ROV _ ‘ Perubahan Perubahan Berkurang

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG -
2.1.1 Gaiji dan Tunjangan PNS
22 [BELANJALANGSUNG
2.21 Program Sekolah :

|22.1.1 |Pengembangan Kopetensi Kelulusan .
22111 | A
22112
221.2  |Pengembangan Standarlsi ~ =
22121
22122

| 2.2.1.3 ‘ Pengembangan Standar Proses »
2.21.31 v

© 122132
221......
22.1.....
2.2.2 Belanja Lainnya

- 12.2.2.1  |Honorarium GTT/TTT
2222 Bantuan Siswa Miskin

" . JUMLAH SELURUHNYA
B _ ~ Karanganyar,
Menyetujui ‘ o ) ~ Kepala Sekolah
Ketua Komite Sekolah - o ‘

e | i }

ooooooooooooooooooooooooooooooo



: . PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR S - = LI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA . : Format RAPBSP-4
SDIq&.PISMAISMK*) noonnn..oot....oooo..o....ao-. aon : . »' ' . S “ - . ) . '.‘- - RN
U AIAMAL S i see ke s : S . ’
e ALOKASI PERUBAHAN SUMBER DANA PENDUKUNG PROGRAMIKEGIATAN
o . -~ TAMUIN ANGGARAN......‘.“.‘.‘".*..
‘ . TR : -~ Bantuan Operaslonal Sekolah
Nomor : Pendapatan
Kode Uraian . T Jumtah . Rutin‘.v - |  Pusat - | Provinsi | Kab/Kota Bantuan Laln | <l Sekolah
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1 Gaji dan Tunjangan PNS
2.2 BELANJA LANGSUNG
221 _ |Program Sekolah
12.2.1.1 Pengembangan Kopetensn Kelulusan
22.1.1.1 R .
22112
2212 _ |Pengembangan Standar Isi
2.21.21 8 S :
221422
2.21.3 _ |Pengembangan Standar Proses N
2.2.1.3.1 : L
22132
2.2.1......‘
2.21......
2.2.2  |Belanja Lainnya = - = : .
2221 Honorarium GTTATY , : : : e
2.2.2.2 Bantuan Siswa Miskin ' L : : :
JUMLAH SELURUHNYA
L " Karanganyar,
Menyetujui ‘ .
‘Ketua Komite Sekolah L } Lo . Kepala Sekolah
............................... NlP
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